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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat dapat melandasi tumbuh kembangnya kekuatan sosial ekonomi 

umat Islam dan mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan Allah. Maupun hubungan sosial kemasyarakatan 

antara manusia. Kewajiban zakat bagi umat Islam adalah suatu usaha untuk 

dapat mewujudkan tata cara membina hubungan antara sesama manusia yang 

dapat mengatasi kesenjangan rezki antara orang kaya dengan orang miskin 

selain itu, zakat salah satu usaha jalan keluar dari berbagai masalah kemiskinan 

dan kesulitan yang ada dalam kehidupan umat Islam, serta dalam rangka 

menegakkan agama Allah SWT maka diwajibkan membayar zakat 

sebagaimana dibaca dalam surat AL-Baqarah sebagai berikut : 

                              

           

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang 

kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatnya pahala di sisi Allah 

Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. alBaqarah: ayat 

110).
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Dalam menunaikan zakat, terkandung suatu hikmah yang sangat 

besar. Yakni mempersempit jurang pemisah antara sikaya dan si miskin. 

Sehingga hubungan antara keduanya bisa terjalin erat sebagai akibatnya, 

terciptalah suatu persatuan umat bagai satu tubuh. Seperti biasanya, al-Quran 
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menyebut perintah zakat berdampingan dengan perintah salat. Sebab, di dalam 

salat itu terdapat perbaikan sikap jiwa mental (mental) individu, dan di dalam 

zakat terdapat hikmah perbaikan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam 

surat AL-Hasyr sebagai berikut: 

               

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu” (Q.S. alHasyr: ayat 6).
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Harta benda adalah sarana yang dapat mengantarkan keluhuran nilai 

rohani jika dimanfaatkan untuk kepentingan yang mendapatkan ridha Allah. 

Selain zakat itu akan mengantarkan umat Islam kepada kejayaan dan 

kebahagiaan. Juga Allah menjelaskan bahwa keduanya akan mengantarkan 

mereka kepada kebahagiaan, juga Allah menjelaskan bahwa keduanya akan 

mengantarkan mereka kepada kebahagiaan  di akhirat.
3
 

Pendayagunaan zakat untuk penuntasan kemiskinan bukanlah dalam 

arti setiap orang mesti kaya dan sama rata kehidupannya. Akan tetapi Islam 

menghendaki adanya upaya agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai 

manusia yakni terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, 

sandang, perumahan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan sebagaimana 

uraian sebelumnya. Hal ini juga berarti bahwa segala faktor atau kondisi yang 

menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan orang perorangan 

atau masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi miskin harus diantisipasi dan 
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ditanggulangi secara sistematis dan komprehensif melalui zakat  sebagai wujud 

nyata komitmen keislaman. 

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dan 

ditentukan dalam kitab suci al-Quran surat At-Taubah sebagai berikut : 

                                      

                             

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil 

zakat yang dilunakkan hatinya mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya 

untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari allah. Allah maha 

mengetahui, maha bijaksana” (Q.S. at-Taubah: ayat 60).
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Dari ayat ini jelas dinyatakan siapa saja orang yang berhak menerima 

zakat yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang 

berhutang. Para ulama berselisih pendapat apakah zakat itu wajib menjangkau 

kedelapan golongan ini semuanya atau cukup diberikannya kepada salah satu 

atau beberapa golongan saja. Mereka berpendapat bahwa disebutnya delapan 

golongan ini hanyalah untuk menentukan siapa yang berhak dan patut 

menerima zakat, tetapi tidak harus semua golongan itu dijangkaunya.
5
 

Mengenai kata-kata fakir dan miskin dan siapakah yang patut 

dimasukkan ke dalam salah satu dari kedua golongan itu, terdapat perbedaan 

penafsiran di antara para mufasirin dan ulama sebagai berikut: 

1. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa yang disebut miskin itu ialah yang 

keadaannya lebih payah dan lebih melarat dari yang disebut fakir. 
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2. Ibnu jarir yang disebut fakir ialah orang yang tidak berharta, tetapi belum 

sampai ke tingkat pengemis, sedangkan yang disebut miskin ialah yang 

sudah terpaksa kebutuhannya untuk meminta-minta keliling dari rumah 

kerumah. 

3. Imam Qatadah yang berpendapat bahwa yang disebut fakir adalah orang 

yang cacat dan tidak berharta, sedang yang disebut miskin yang masih 

bertubuh sehat. 

Adapun yang disebut amil zakat ialah mereka yang mengurusi 

pemungutannya dan penbagiannya. Mereka itu merupakan salah satu dari 

delapan golongan yang patut mendapat bagian zakat, namun tidak boleh terdiri 

dari orang-orang yang termasuk kerabat Rasulullah Saw. Yang diharamkan 

menerima sedekah. Mengenai yang disebut mu’allaf yang dibujuk hatinya 

karena mau masuk ke Islam, maka ada diantara mereka itu orang- orang yang 

diberi zakat agar masuk Islam. 

Mengenai golongan yang kelima, yaitu budak dan hamba sahaya ialah 

budak kontrakan sedang menurut Ibnu Abbas dan Al-hasan, memerdekakan 

seorang hamba sahaya atau budak beliau dapat diperhitungkan sebagai bagian 

dari zakat yang harus dikeluarkan. Golongan keenam, ialah orang-orang yang 

tenggelam dalam hutang yang barang-barang miliknya tidak cukup untuk 

melunasinya. Orang-orang demikian itu patut ditolong dengan diberikan bagian 

zakat. golongan ketujuh ialah orang-orang yang berjihad dijalan Allah yakni 

suka relawan yang tidak mendapat gaji dewan Baitil-mal dan golongan 

kedelapan ialah orang-orang musafir yang tidak mempunyai bekal cukup untuk 
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perjalanannya, maka patutlah mereka memperoleh bagian dari zakat sekedar 

cukup untuk bekal perjalanannya pulang pergi.
6
 

Dalam kenyataan bahwa pendistribusian zakat belumlah menyentuh 

keseluruhannya, pada fakir miskin, padahal visi zakat ialah mengubah 

mustahiq menjadi muzakki atau dengan kata lain mengubah kebiasaan 

menerima menjadi kebiasaan memberi. Oleh karena itu indikator keberhasilan 

pengelolaan zakat bukan pada pencapaian target penerimaan dan pengumpulan 

zakat, Melainkan pada grafik penurunan jumlah mustahiq yang terlihat pada 

kondisi nyata di tengah masyarakat. 

Zakat memiliki peran, kedudukan dan fungsi yang strategis dalam 

kehidupan sosial ekonomi umat. Bila zakat dapat dilaksanakan dan dikelola 

secara intensif banyak sekali masalah yang dihadapi umat dan bangsa yang 

akan terpecahkan seperti fakir miskin yang terlantar, kekurangan lapangan 

pekerjaan. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap 

muslim yang mampu diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. 

Di samping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan 

umat dan secara umum dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

Demi berhasilnya tujuan ini perlu adanya pengelolaan zakat secara 

profesional dan bertanggung jawab. Karena itu diperlukan institusi pengelola 

zakat yang diharapkan dapat mengelola zakat dengan baik mulai dari 

pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat. 

                                                 
6
Ibid., h. 78-79 



6 

 

 

 

Di Indonesia telah ada organisasi pengelola zakat yang disebut dengan 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang 

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang diatur 

dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999. Organisasi pengelola zakat yaitu 

institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infaq, wasiat, waris, sadaqah 

dan kifarat. Hal ini dipertegas setelah digantinya menjadi Undang-undang 

No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana dijelaskan bahwa Badan 

Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat 

secara nasional. BAZNAS telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola 

zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan. Tidak 

hanya itu BAZNAS juga dipercaya dalam mengelola infaq, wasiat, waris, 

sadaqah dan kifarat.
7
 

Dalam proses pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-

undang No. 23 tahun 2011. Dikatakan dalam Undang-undang ini bahwa zakat 

dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir 

miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah 

terpenuhi.
8
 

Pengelolaan zakat yang tertata dengan baik, tentu tidak terlepas dari 

kegiatan manajemen sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan oleh 

lembaga tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 
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tujuan tertentu. Senada dengan itu, Rahima Zakia menjelaskan bahwa 

manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber 

dengan efisien dan efektif.
9
 

Seiring dengan itu Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 menjelaskan  

yang dimaksud dengan manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Fakhruddin bahwa 

manajemen zakat adalah meliputi kegiatan perencanaan (planning),  

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan 

(controlling) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan 

zakat.
10

 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa manajemen 

zakat adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat. Proses kegiatan ini melalui kerja sama orang lain dalam 

rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana 

peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. 

Salah satu lembaga pengelola zakat di tingkat Kabupaten adalah 

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu dari sekian 
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banyak BAZNAS daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bahwa dalam 

rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil 

Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat, sebagai potensi umat Islam yang 

mengelola zakat di Kabupaten Pasaman Barat secara profesional dan 

bertanggung jawab. Selanjutnya untuk dapat terlaksananya pengelolaan zakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat telah membentuk lembaga pengelolaan zakat yaitu 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagaimana surat Keputusan Bupati 

Pasaman Barat Nomor: 188.45/7876/BUP-PASBAR/2016 tanggal 28 

November 2016 tentang pembentukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021. Saat ini Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat telah memasuki 

Tahun IX/2016, sejak mulai efektifnya pengelolaan zakat di Kabupaten 

Pasaman Barat pada tahun 2006. 

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman 

Barat terletak di Jalan Cindua Mato Pasaman Baru Simpang Empat Pasaman 

Barat. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat memiliki visi “terwujudnya 

BAZNAS Pasaman Barat yang amanah dan profesional untuk kesejahteraan 

rakyat”. 

Misi. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat 

 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat (masyarakat sadar 

zakat) 

2. Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus BAZNAS 

3. Meningkatkan jumlah nominal zakat yang dipungut 

4. Meningkatkan manajemen pendistribusian yang tepat  



9 

 

 

 

5. Meningkatkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.
11

 

 

Motto BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat “BAZNAS Kabupaten 

Pasaman Barat meringankan masalah ummat.” 

Untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq, BAZNAS Kabupaten 

Pasaman Barat memiliki beberapa program guna untuk mewujudkan visi, misi 

dan motto BAZNAS tersebut, yaitu: Pasaman barat sejahtera, pasaman barat 

cerdas, pasaman barat sehat, pasaman barat iman taqwa dan pasaman barat 

peduli. Untuk terciptanya suatu lembaga pengelola zakat yang baik BAZNAS 

Kabupaten Pasaman Barat memiliki struktur organisasi untuk menjalankan 

tugasnya dengan baik demi terwujudnya tujuan zakat. Dalam struktur 

kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari ketua, 

sekretaris, wakil sekretaris, bendahara,  wakil ketua 1 bidang pengumpulan, 

administrasi, sdm, wakil ketua II bidang pendistribusian  dan pendayagunaan, 

wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan pada bagian perencanaan. 

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat diketuai oleh H. 

Manus Handri, SH, sekretaris oleh Hendrizal S.Ag. M,Si, wakil oleh Suharjo 

Lubis, S.PdI, bendahara oleh Misra Yetti, SE, wakil ketua I bidang 

pengumpulan oleh Zawil Huda, S.PdI, SH wakil ketua II bidang 

pendistribusian dan pendayagunaan oleh Devi Irawan, wakil ketua III bidang 

keuangan oleh Dra. Murni.
12
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Program BAZNAS yang telah terlaksana adalah: 

Tabel. 01 

Program Pengumpulan Zakat Infak dan Shadaqah 

 

No Uraian Saldo 

A Saldo ZIS Awal 2016     5.093.224.207,92 

B Pengumpulan ZIS Tahun2016     6.318.563.994,98 

C Total Pengumpulan ZIS Tahun 2016   11.411.788.202,90 

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 

Tabel. 02 

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah 

 

No Nama Program  Volume Jumlah Ashnaf 

1 Pasaman Barat Cerdas 821    org 1.262.500.000 Fisabilillah 

2 Pasaman Barat Sejahtera 6.151 org 3.208.000.000 Miskin 

3 Pasaman Barat Sehat 178 org 383. 500.000 Miskin 

4 Pasaman Barat Iman Taqwa 19 keg 61.250.000 Fisabilillah 

5 Pasaman Barat Peduli 30 org 179.800.000 Miskin 

6 Hak Amil  849.000.000 Amil 

 Jumlah 7.199 org 5.944.050.000  

Sumber: Dokumen Baznas  Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 

Secara umum kewajiban untuk menunaikan zakat dikalangan kaum 

muslimin di wilayah Kabupaten Pasaman Barat boleh dikatakan sudah berjalan 

dengan baik. Meski begitu, kewajiban untuk menunaikan zakat tersebut belum 

lagi sepenuhnya dilakukan melalui lembaga pengelola zakat sebagaimana yang 

diamanahkan dalam Undang-undang, akan tetapi masih dilakukan secara 
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individual oleh BAZNAS di Pasaman Barat masih di kalangan PNS dan belum 

menyentuh para perusahaan ataupun yang lainnya. 

Disebabkan rendahnya kesadaran kolektif umat dalam menunaikan 

zakat, ini karena pemahaman yang kurang memadai tentang zakat, masih 

belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para 

ulama mubaligh tentang pentingnya mendukung pelaksanaan penyaluran ZIS 

melalui BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, masih belum sepenuhnya 

pelaksanaan pengelolaan zakat produktif, infaq dan shadaqah di lingkungan 

instansi lembaga badan usaha yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Masalah 

di atas mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan zakat, infaq dan 

shadaqah yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. 

Diantara semua program BAZNAS Pasaman Barat  zakat produktif 

termasuk pada bagian program Pasaman Barat sejahtera bantuan zakat 

produktif ialah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq untuk 

dilakukan pengawasan dalam usaha yang dilakukannya. Pendistribusian zakat 

produktif bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha. Sasarannya 

adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha 

yang diberikan dalam bentuk cuma-cuma tanpa adanya pengawasan dari pihak 

BAZNAS Pasaman Barat. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

dalam mendistribusikan zakat produktifnya, tidak memakai sistem prioritas 

yang sebagian dilakukan oleh lembaga zakat lainnya. Namun BAZNAS 

Kabupaten Pasaman Barat dalam pendistribusiannya memiliki SOP (Standar 
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Operasional Prosedur) dari masing-masing bidang program yang ada di 

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Zakat akan diberikan kepada mustahiq 

yang membutuhkan, Setelah melengkapi beberapa syarat-syarat yang telah 

menjadi standar operasional prosedur dari BAZNAS Pasaman Barat dalam 

melayani mustahiq. 

BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat telah menyalurkan zakat 

produktif kepada mustahiq pernyataan ini terbukti dari daftar rekapitulasi 

permohonan modal usaha yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). Selanjutnya pemberikan modal usaha kepada pengusaha rata-rata 

Rp500.000,00-perorang berdasarkan rencana kerja anggaran tahunan 

(RKAT).
13

  

Berdasarkan dokumentasi bantuan modal produktif yang diberikan 

BAZNAS Pasaman Barat terdiri dari berbagai bentuk usaha di antaranya 

sebagai berikut: 

Tabel. 03 

Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2016/2017 

No Jenis Usaha Jumlah Keterangan 

1 Jualan Barang Harian 205 Ok 

2 Jualan Gorengan  205 Ok 

3 Jualan Masak               205 Ok 

3 Jualan Sayuran 205 Ok 

4 Jualan Kue 205 Ok 

5 Jualan Sate              115 Ok 

6 Jualan Beras  15 Ok 
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Dokumen, BAZNAS Kab. Pasaman Barat, Laporan Tahunan Periode 2016-2017 
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7 Jualan Lontong  20 Ok 

8 Ternak Kambing 130 Ok 

9 Ternak Ayam   35 Ok 

10 Bengkel   25 Ok 

11 Tukang Jahit  15 Ok 

12 Perabotan   5 Ok 

13 Dagang Jualan Kaset  20 Ok 

14 J. Bumbu Masak  30 Ok 

15 Dagang Kecil-kecilan 35 Ok 

16 Dagang Harian 15 Ok 

17 Dagang Kelapa 80 Ok 

18 Kedai Sayur 40 Ok 

19 Cucian Motor 10 Ok 

20 Percetakan Undangan   5 Ok 

21 Ayam Potong 80 Ok 

22 J. Jagung Bakar  7 Ok 

23 Jualan Keripik 13 Ok 

24 Dagang Makanan 40 Ok 

25 Kedai Kopi 15 Ok 

26 Jualan Kerupuk 18                Ok 

27 Jualan Ikan 20                Ok 

28 Jualan Buah 10                Ok 

29 Jualan Sepatu  25                Ok 

30 Las Besi  19                Ok 

Dokumen, BAZNAS, Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2016/2017  

Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Pasaman 

Barat yaitu kepada orang-orang yang ingin berusaha dan membutuhkan modal 

untuk pengembangan usahanya, yang bertujuan agar dalam perkembangan 
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nantinya dapat membayar zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. 

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu staf BAZNAS yang 

bernama Yuli Efrinaldi mengatakan bahwa diantara mustahiq yang menerima 

bantuan zakat produktif dari BAZNAS Pasaman Barat hanya 50% yang telah 

berkembang dan 50% lagi terkendala dan bermasalah karena menyalah 

gunakan seperti terdesak membayar hutang dan digunakan untuk kebutuhan 

konsumtif dan keperluan mendesak lainnya.
14

 

Berdasarkan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai pengelolaan  zakat 

produktif yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengelolaan zakat produktif 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat? 

2. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut dikemukakan batasan masalah sebagai 

berikut: 

                                                 
14

Yuli Efrinaldi, Anggota Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS 

Kab. Pasaman Barat, Wawancara Langsung, Pasaman Barat, 16 Februari 2018 
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a. Perencanaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

b. Pengorganisasian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

c. Pelaksanaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

d. Pengawasan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui perencanaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

b. Untuk mengetahui pengorganisasian zakat produktif pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

c. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

d. Untuk mengetahui zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Sebagai bahan informasi oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat 

dalam melaksanakan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Pasaman 

Barat 

b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang mempunyai kepedulian 

terhadap persoalan pengelolaan  zakat produktif di Lembaga Amil Zakat 

c. Untuk bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi dalam menulis karya ilmiah. 

d. Melengkapi salah satu syarat  mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) 

pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. 

D. Penjelasan Judul 

Agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang salah, maka 

peneliti perlu menjelaskan kata-kata yang perlu dijelaskan, di antaranya: 

Pengelolaan : Proses yang khas terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya.
15

 

 Zakat Produktif : Bantuan modal usaha yang diberikan kepada 

mustahiq bertujuan untuk membantu masyarakat 

tidak mampu di wilayah Pasaman Barat 

Kab. Pasaman Barat : Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu 

Kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang bagian 
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Terry GR, Leslie W.Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 4 
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utara berbatas dengan Kabupaten Mandailing Natal 

Provinsi Sumatra Utara, bagian timur berbatasan 

dengan Kabupaten Pasaman, bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Agam, bagian barat 

berbatasan dengan Samudera Indonesia  

BAZNAS : Suatu lembaga tempat mengelola zakat, infaq dan 

sadaqah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2011. Yang ada di Indonesia 

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah bagaimana 

pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi, agar penulis terarah dan sesuai dengan 

sasaran yang diinginkan, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab 

dengan gambaran sebagai berikut: 

 

BAB I   : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan     

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan 

judul dan sistematika penulisan 

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang landasan teoritis meliputi 

manajemen berupa pengertian manajemen zakat, fungsi-  

fungsi manajemen zakat dan penerapan fungsi-fungsi 

manajemen pada zakat produktif 
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BAB III : Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, terdiri dari: 

jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, tenik 

pengumpulan data, tenik pengelolaan data 

BAB IV : Hasil penelitian yang terdiri temuan umum dan temuan khusus 

atas profil (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat dan 

pengelolaan zakat produktif (BAZNAS) Kabupaten Pasaman 

Barat terdiri dari: perencanaan pengelolaan zakat produktif, 

pengorganisasian petugas pengelolaan, pelaksanaan 

pengelolaan zakat produktif, pengawasan pengelolaan zakat 

produktif pada  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Pasaman Barat 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

 


